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Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu pekdgzadilan, menjadi saksi
karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atauhadap ibu bapakan
kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupiskinmaka
Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Mgkeyanlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang

dari kebenaranDan jika kamu memutarbalikan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
maka ketahuilah Allah Maha teliti
terhadap segala apgang
kamu kerjakan.
(QS. An-Nisa’:135)
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ABSTRAK
Murtado lllah, Asep Ridwan. 201Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat
bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agaiarusan Al-
Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitdslam Negeri
Maulana Malik lIbrahim Malang
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci :Polygraph HukumAcara Perdata Peradilan Agama

Polygraph merupakan salah satu produk ilmu pengetahuan tcard
perkembangan teknologPolygraph yang dibuat pertama kali oleh William
Marston awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebarongleh departemen
kepolisian, serta agen-agen rahasia seperti FBIGlAn Alat ini akan melacak
perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang oberly. Penggunaan
polygraphsementara ini hanya di pakai oleh pihak kepoligaitu untuk mencari
pengakuan seorang tersangka kriminal. Dalam per&aegannya yang paling
mutakhir, teknik ini semakin menakutkan bagi parainal. Mereka tidak bisa
lagi meloloskan diri dari sangkaan atau bukti-buki&jahatan yang bisa
menjeratnya dengan hanya menghapus sidik jari. hdelihal ini, karena
polygraph merupakan fenomena baru dalam sebuah proses pgamyugerlu
dilakukan kajian terhadap keakurasian dan dasanrhusenggunaapolygraph
dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian petdarausnya di Pengadilan
Agama, sebagai salah satu fokus kajian penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggungbkamdekatan
kualitatif dengan jenis penelitian hukum empirisitilk memperoleh data yang
diperlukan penulis menggunakan bahan primer daonskk, sedangkan teknik
pengumpulan data penulis gunakan adalah dengamiewedan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesgtan hasipolygraph
diprosentasekan hingga mencapai 90%. Ini mengisik&a bahwa alat ini sangat
efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan pesgéhn perkara. Akan tetapi,
pada dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidaffab®ing pada alat semata.
Penentunya justru terletak pada orang yang menggunga
(pemeriksa#xamine). Pengalaman dan ketajaman analisis egaiminermenjadi
faktor penentu utama keberhasilan penggunaaygraph Adapun posisi hasil
pemeriksaan dengan menggunakaolygraph dikategorikan sebagai pendapat
saksi ahli, walaupun pada kenyataannya hasil tetdsdrupa surat tertulis yang
ditandatangani pihak berwenang secara resmi danyanerai akte otentik.
Berdasarkan hukum acara perdata umum ataupun berdéiskum Acara
Peradilan Agamapolygraphberfungsi sebagai petunjuk hakim dapat menerima
ataupun mengabaikannya.
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Kata Kunci :polygraph (lie detector), hukum acara perdata peradilan agama

Polygraph merupakan salah satu produk ilmu pengetahuan ttend
perkembangan teknologPolygraph yang dibuat pertama kali oleh William
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kepolisian serta agen-agen rahasia seperti FBIGIAn Alat ini akan melacak
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lagi meloloskan diri dari sangkaan atau bukti-buki&jahatan yang bisa
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data penulis gunakan adalah dengan interview denndentasi
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Peradilan Agamapolygraph berfungsi sebagai saksi ahli ; hakim dapat mergerim
ataupun mengabaikannya.

Xi



ABSTRACT

Murtado Illah, Asep Ridwan. 2011. The use of polygraph as a Tool Accuracy
proof by Procedural Law Religious Courts. Department of Al-ahwal
al-Syakhsyiyah, Faculty of Sharia, The Islamic State University of
MaulanaMalik Ibrahim Malang
Supervisor : Jundiani, SH., M. Hum.

Keywords : Polygraph, Civil Procedure Law Of Religious Courts

Polygraph is one of the products of science and technology development
trend. Polygraph was first created by William Marston was originally used asalie
detector by police departments as well as secret agents such as FBI and CIA. This
tool will track the physiological changes in the body if someone is lying. The use
of polygraph while it is only in use by the police is to seek recognition of a
suspected criminal. In the most recent development, this technique is the more
frightening for the criminals. They could not escape the suspicion or evidence of
crime that can trick them by simply deleting fingerprints. Seeing this case,
because the polygraph is a new phenomenon in an evidentiary process required a
review of the accuracy and legal basis in the use of polygraph examination and
settlement process, especiadly in religious courts, as one focus of the study
investigations.

This research method used is to use a qualitative approach to the type of
empirical legal research. To obtain the necessary data the author uses primary and
secondary material, while the authors use data collection technique is to interview
and documentation.

Based on the research, it is known that the accuracy of polygraph results
will be charge up to 90%. This indicates that this highly effective tool used in the
verification effort and settling disputes. However, essentially the level of accuracy
is not dependent on them alone. Determining precisely lies in the people who use
it (inspector / examiner). The experience and analytical sharpness of the examiner
to be the main determinant factor for the successful use of polygraph. The position
of using the polygraph examination results are categorized as the opinions of
expert witnesses, despite the fact that these results in the form of a written letter
signed by the official authorities and resembling an authentic certificate. Based on
the common law or civil procedure law based judicial of religion, polygraph
serves as a guide judge can accept or ignore it.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang @liekadaan suatu
ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti d&nanqean yang sangat penting
dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga aergldserubah menjadi
masyarakat moderen yang pada akhirnya dapat mepeikembangan teknologi
menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangiatrgkat teknologi yang
semakin canggih dan jaringan-jaringan sistem telgiofang semakin rumit dan
handal. Berkaitan dengan pembangunan di bidangolegin dewasa ini
peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenoif@na yang mampu
mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusta,paikembangan teknologi
moderen.

Teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidupyaeskat secara
global. Perkembangan teknologi telah pula menyedraldunia menjadi tanpa
batas dan menyebabkan perubahan sosial, budayaekt@momi juga pola
penegakan hukum yang secara signifikan berlangsi@ngkian pesat. Dengan

teknologi yang berkembang saat ini, maka akan mahkah orang untuk dapat



melakukan apa saja yang dikehendakinya. Teknolagt s i menjadi pedang
bermata dua, karena selain memberikan kontribusgi bpeningkatan
kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekahgunjadi sarana efektif
dalam pelaksanaan hukum serta untuk mengungkap kejathatan dalam hal ini

tentang Pembuktian dan untuk melakukan perbuatdswvae hukum.

Dalam hal ini, Polygraph merupakan salah satu ilmu pengetahuan dan
trend perkembangan teknologi sebagai antisipasyqueraan teknologi sebagai
alat kejahatan. Yang digunakan untuk mengecek &eg@an seseorang (tersangka
atau saksi) tentang keterangannya dalam suaturpeskakah iya berbohong atau
tidak melalui perubahan-perubahan psikologi daiplég tubuh® Polygraph
sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai kidita yaitu poly yang
berarti lebih dari satu dan graph berarti tuliséauanstrumen untuk merekam.
Polygraphdisebut juga dengahje Detector yaitu sebuah instrumen yang dapat
mengukur dan menyimpan berbagai respon psiologirseekanan darah, detak
jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukamisgah pertanyaan-pertanyaan.

Alat ini ditemukan pertama kali oleh William MarstaPolygraph yang
dibuat oleh William Marston awalnya dipakai sebagandeteksi kebohongan
oleh departemen kepolisian serta Agen-agen Rakagi@rti FBI dan CIA. Alat
ini akan melacak perubahan psikologis pada tutkzhsgseorang berbohohg.

Caranya adalah dengan melihat perubahan tekanah, dasistansi listrik
pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, sertega&an degup jantung dan

pernapasan, yang akan direkam secara digital ataiasl kertas. Poligraf sendiri

! Kombes Pol Saman Azhari diRolygraph Training Jakarta, 24 Mei 4 Juni 2004, halaman 01
2 http://mahadi-crb.blogspot.com/2008/08/alat-péekis-kebohongan-ryan.html. diakses pada : 8
Agustus 2009



akan menggunakan teknik membaca dan memonitor mdasjpoh ketika seorang
menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang dajuldlat ini pernah dipakai
dalam kasus Ryan yang pernah heboh di tel2visi.

Penggunaapolygraphsementara ini hanya di pakai oleh pihak kepolisian
yaitu untuk mencari pengakuan seorang tersangkamiral. Dalam
perkembangannya yang paling mutakhir, teknik imnhaein menakutkan bagi
para kriminal. Mereka tidak bisa lagi meloloskan dari sangkaan atau bukti-
bukti kejahatan yang bisa menjeratnya dengan haneyayhapus sidik jari. Dalam
hal ini, ketika penulis melihat kenyataan di lapamgerutama di Pengadilan
Agama dalam hal Pembuktian sering kali kurang dipgkan, adanya alat untuk
mengecek ungkapan para saksi tersebut, apakah teaksbut mengungkapkan
kesaksiannya benar apa tidak. Dan ketika alat emenuhi kriteria keakurasian,
maka bisa memugkinkan untuk digunakan dalam menkarkberbagai perkara
di Peradilan Agama seperti perkara Waris, Peraerd@an Ekonomi Syariah
khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa alat-alat bytig diakui adalah
Ikrar (pengakuan), Syahadah (saksi), Yamin (sumpah), Riddah (murtad),
Maktubah (bukti tertulis), Tabayyun(pemeriksaan koneksitas), dan alat bukt
bidang pidand. Sedangkan hukum secara umum dapat dibagi menj&du@)
yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publikeliputi: Hukum Tata
Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana a@arain. Sedangkan
hukum privat meliputi: Hukum Dagang, Hukum Perdatykum Perdata

Internasional, Hukum Perkawinan dan lain-lain.

% http://mahadi-crb.blogspot.com. Diakses pad#g8stus 2009
4 Sulaikin lubis dkk,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indond&imcana, jakarta,
2006, halaman 138



Dalam lingkungan Peradilan Agama, bahwa Hukum Agarag berlaku
pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama hda&lakum Acara yang
berlaku di lingkungan Peradilan UmumSesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurigaPa866 KUH Perdata dan
Pasal 284 RBg/164 HIR, alat-alat bukti yang sabiiedari bukti tulisan, bukti
dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pemgd&n sumpah. Sedangkan
dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 disebutkan balatdukti yang sah ialah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petukgierangan terdakwa.

Oleh karena itu algbolygraphyang hari ini masih dipakai di kepolisian
dalam wewenangnya sebagai penyidik ada kemungKkmsen pula digunakan
dilingkungan Peradilan Agama sebagai alat Pembuktimun karena belum
memiliki dasar hukum Islamnya, sehingga alat inluive bisa digunakan di
lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini, penddgrusaha meneliti tingkat
keabsahan alat tersebut sehingga bisa diketahunimja menurut Hukum Acara
Peradilan Agama.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasamgyterlalu melebar
dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok psaiaiaan sehingga sulit
untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, makai ka@asa perlu adanya
batasan-batasan yang jelas yaitu hanya menelititarign "AKURASI
PENGGUNAAN POLYGRAPH SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN

MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA”.

® UU No.7 Tahun 1989, pasal 54



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makalifpemenyusun
rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana penggunaan dan keakurasian alat baolggraph dalam
proses pembuktian ?
2. Bagaimana penggunagolygraphsebagai alat bantu Pembuktian menurut
perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitr@radalah:

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalamnigntara kerja
alat bantuPolygraphdalam pembuktian dan mengidentifikasi tingkat
keabsahan alat bsnpolygraphsebagai alat bukti.

2. Mendapatkan kriteria pembuktian sesuai dengakuidu Acara
Peradilan Agama khususnya terkait pembuktian deradainbantu
polygraph

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis
a. Menambah khazanah pengetahuan tentang alatdarkfpembuktian
khususnya terkait alat ban@olygraph
b. Dapat menambah khazanah pengetahuan Hukum Aderadilan

Agama khususnya tentang alat bukti dan Pembuktian.



2. Secara praktis

a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Stratal). (3an dapat
mempraktekkan teori-teori yang didapat selama lzerdibangku
kuliah.

b. Dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisikim dalam
Pembuktian sebuah kasus, khususnya di lingkungamgaéédan
Agama.

F. Definisi Operasional

1. Poligraf: Polygraph berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua
kata yaitu poly yang berarti lebih dari satu daapyr berarti tulisan atau
instrumen untuk merekar®olygraphdisebut juga dengan, Lie Detector,
yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur dan imeayn berbagai
respon psiologi seperti tekanan darah, detak jgntkondisi kulit tubuh
pada saat diajukan sejumlah pertanyaan diafukan

2. Pembuktian: Dalam pengetian yang luas, Pembuktialah kemampuan
Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum Perahuktntuk
mendukung dan membenarkan hubungan hukum danvpeqi&ristiwva
yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan umukyang
diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pemdoukthanya
diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibaataln hal yang
masih disengketakan, atau hanya sepanjang yan@dnggrselisihan di

antara pihak-pihak yang berperkéra.

® Kombes Pol Saman Azhari dkRp.Cit, halaman 01
" Abdul, Manan.Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peeadifgama Yayasan
Al-Hikmah, Jakarta, 2000, halaman 129.



3. Hukum Acara Peradilan Agama: Segala peraturdayzeng bersumber
dari Peraturan Perundang-undangan Negara maupurSytiat Islam
yang mengatur bagaimana cara orang bertindak keanR@ngadilan
Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadgama tersebut
menyelasaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukurtemah Islam
yang menjadi kekuasaan Peradilan Ag&ma.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini temsni V bab yang
terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub polkadiadan yang berkaitan
dengan permasalahan. Adapun sistematika pembaldesam penelitian ini
sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
Merupakan bab yang pertama dalam penulisan kamjahlini, agar tujuan dari
penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itupab pendahuluan sedikit
dijelaskan tentang seperti apakah galygraph dalam mendeteksi kebohongan
yang dilakukan kepolisian beserta permasalahan emangkeabsahan hasil
pembuktian alat tersebut. Sehingga, ketika oraimgnleembaca penelitian ini bisa
memberikan gambaran terkait dengan judul yangidigidn membuat pembaca
tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuini, juga mencakup
terkait dengan latar belakang masalah, dimanamauga menjelaskan tentang
does sollendan does seinbahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya.
Selain itu, dari gambaran latar belakang masalgbatdadi identifikasi agar

masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusasalah ini, oleh peneliti

® Roihan A Hukum Acara Peradilan Agam®T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman
10.



dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menydtasapenelitian ini dan bisa
memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab Il Kajian Pustaka

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimalwuk mendapat hal yang
baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebsajah satu perbandingan dari
penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan setlikiemberikan gambaran .atau
merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dddgek penelitian. Kajian
teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan la@angan yang diteliti.
Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alatissmaintuk menjelaskan dan
memberikan interpretasi bagian data yang telahnajgalkan.

Bab 11l Metode Penelitian

Adalah suatu langkah umum penelitian yang harugrdaiikan oleh peneliti,
metode penelitian juga merupakan salah satu bagiarproposal. Penelitian
dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yaakal menjadi pusat
penelitian, karena penelitian merupakan upaya umh@ndapatkan nilai-nilai
kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya carl m@ndapatkannya. Kesalahan
dalam mengambil metode penelitian akan berpenggvatda hasil yang
didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang prpsaelitiannya dari awal.
Untuk menghindari hal-hal yang dinginkan oleh pegnelaka harus diperhatikan
secara obyektif, terkait dengan judul yang diangkdth peneliti. Adapun
komposisi yang diambil dalam metode penelitian $sebagai berikut: jenis
penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitia paradigma penelitian ini
sebagai alat untuk memandu pendekatan dan mergjateth teoritik, sedangkan

pendekatan penelitian merupakan alat untuk memaretade pengumpulan data



dan menganalisis material data. Hal ini bertujugaraisa dijadikan pedoman
dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peratoge penelitian sangat
penting guna menghasikan hasil yang akurat serteyparan data yang rinci dan
jelas serta mengantarkan peneliti pada bab begikutn

Bab IV : Paparan Dan Analisis Data

Berisikan tentang hasil dari data yang telah tegulkan untuk kemudian di
analisa dan diberikan interpretasi atas data tets€aparan dan analisa data ini
menjelaskan tentang bagaimana alpblygraph seberapa besar tingkat
keabsahannya dan bagaimana Hukum Acara Peradilam#@gnemandang alat
ini. Sehingga bisa ditemukan hukumnya apakah sa tedak dijadikan sebagai
alat pembuktian.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yaegdh tentang kesimpulan hasil
penelitian ini secara keseluruhan, sehingga darsinkgulan ini dapat
memeberikan pengertian secara singkat, padat das [agi para pembaca.
Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian pdari inti permasalahan
yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksudpéamasalahan itu bisa
terkafer dalam kesimpulan ini yang nantinya menkiagrikesan tersendiri bagi
para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika mmudah-mudahan dapat

memberikan pemahaman yang luas mengenai juduldiangkat.



BAB Il

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka dipkaln penelitian terdahulu
sebagai kajian fokus penelitian, sehingga penelitia memiliki perbedaan yang
sangat substansial dengan hasil penelitian terdajfarig berkaitan dengan tema
tentang Alat Pembuktian menurut Hukum Acara Perdalam, maka perlu
dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikagn ditelaah secara seksama.
Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Samsudin mahasiswa Fakultas Syari’'ah UIN Malang (2005) abrn
melakukan penelitian yang berjuddspek Pembuktian Dalam Hukum
Acara Peradilan Agama Perspektif Syari'ah Hasil penelitian ini
menyebutkan bahwa aspek pembuktian dalam HukumaAParadilan
Agama secara substansi sudah sesuai dengan Syétitddum Islam).
Penelitian tersebut menjelaskan aspek pembuktiEmmdAcara Peradilan

Agama di Indonesia perspektif syariah. Dari has#l@sis tentang aspek

1C
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pembuktiaan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dionesia
perspektif syariah dapat ditarik kesimpulan, baltaga beberapa aspek
hukum di pandang sesuai dengan rumusun hukum pédiabuiang
terdapat dalam syariah, karena adanya beberapen&asdbaik dari segi
subtansi yang terkandung didalamnya maupun dari madgtisnya jika
diterapkan dalam beracara. Selain itu, ada beberapmisan hukum
sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agadisatu sisi
dipandang sesuai , namun disisi lain masih terdapbhérapa perbedaan
baik secarsubtansi maupun dari segi praktisnya.

Penelitian dariSamsudin ini memiliki aspek persamaan dan perbedaan
dengan penelitian kami. Persamannya adalah terypacta bahasan yang
berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Spdan
perbedaannya terletak pada fokus penelitian ; Remelni menekankan
pembahasan pada penggunaan dan dasar hukum pemggaharaph
dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dan psajateperkara di
pengadilan Agama, sedangkan penelitian 8amsudinmurni membahas
substansi Hukum Acara Pengadilan Agama.

. Ada pula penelitian daisiti Aisyah Rosyad (2005) mahasiswa syari’ah
UIN Malang yang berjuduPertimbangan Hakim Tentang Testimonium
De Auditu (kesaksian dari pendengaran) Sebagai Alat Bukti Dam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study kasus di
Pengadilan Agama Pasuruan)Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa

Testimonium De Audittidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat ikt
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Pengadilan Agama Pasuruan karena belum memenuhat syeateriil

pembuktian.

Penelitian Siti Aisyah Rosyad juga membahas proses dan hukum

pembuktian di pengadilan Agama. Namun demikian eligen tersebut

adalah penelitian terhadap kasus yang terjadi phnigan tentang cara
bersaksi, sedangkan penelitian ini menerangkaru steia pemeriksaan
dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan gaarbudi

Pengadilan Agama.

Dari kedua penelitian di atas dapat diketahui balpeaelitian dengan
judul tentang Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu
Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama’ yang dilakuakan ini
belum pernah diteliti karena objek dan fokus kapenelitiannya berbeda dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yafigebutkan diatas, meskipun
ada kesamaan dalam kerangka pengetahuan yangkairaku

Dalam penelitian ini, penulis cenderung menganatesatang akurasi
penggunaaiolygraphsebagai Alat Pembuktian menurut Hukum Acara Plenadi
Agama. Tidak hanya itu, penulis juga ingin mengeiatang lebih mendalam
tentang cara kerja al&olygraphdalam Pembuktian dan mengidentifikasi tingkat
keabsahan al&olygraphsebagai alat bukti.

B. UrgensiPolygraph Sebagi Alat Pembuktian Dalam Peradilan
1. PengertianPolygraph

Polygraph berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua yata

poly yang berarti lebih dari satu dan graph beraltsan atau instrumen untuk

merekam.Polygraphdisebut juga denganhje Detector yaitu sebuah instrumen
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yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respiofo@i seperti tekanan

darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada sigukan sejumlah pertanyaan

diajukan®

a. Sifat dasar instrumepolygraphadalah:

1. Polygraph tidak dapat mendeteksi kebohongan atau membuktikan

kejujuran.

2. Polygraph hanya merekam, examinedlah yang mendeteksi

kebohongan dan membuktikan kejujuran.

b. Teknik polygraphadalah:

1. mencakup semua informasi dan metode yang memilexatminerdi

dalam melaksanakan pemeriksaapolygraph dalam rangka

memberikan sesuatu pendapat tentang kejujurarkatehongan.

2. Komponen dari teknikolygraph

a.

b.

Deteksi dari sejarah kebohongan
Dasar-dasar ilmiah

Penelitian yang berhubungan

. Lingkungan pemeriksa

Tes dan tipe pertanyaan
Kelayakan subyek

Pertimbangan hukum

. Pertimbangan sosial dan moral

Instrumen

Konsep diagnostik

°® Kombes Pol Saman Azhari di®p. Cit, halaman 01
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k. Komunikasi interpersonal
c. Jenis instrumen
1. Analogpolygraph
2. Computerized polygraph system
d. FungsiPolygraph
a. Criminal Investigation
b. Pre-employment Screeniii$9% in64 to 62% in 91) Frank Hovath,
School Of Criminal Justice Michigan State Universft
e. Fase Pemeriksaan
1. Fase Pre-Test
Semua input dan pertimbangan sampai dengan instrdraktifkan
a. Pemeriksaan lingkungan.
b. Memperoleh fakta tentang kasus.
c. Kelayakan dan konsentrasi dari subyek.
d. Perencanaan dan pemaparan interview pre-test.
e. Memperoleh info dari subyek termasuk petunjuk yatapat
digunakan dalam introgasi, jikalau subyek bohong.
f. Mempersiapkan subyek secara psikologis dan pengamdinis
dari kebisaaan subyek.
g. Merumuskan pertanyaan untuk tes
h. Pemasangan sensor secara benar.

I. Mengulang pertanyaan secara benar

91bid., halaman 02
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2. Fase Testing
Meliputi segala sesuatu yang terjadi antara wakirumen pertama
kali diaktifkan sampai dengan instrumen dinonalifk
a. Memberikan instruksi pelaksanaan testing kepadgesub
b. Instrumen diaktifkan secara benar
c. Merencanakan dan memaparkan berbagai tipe testudatan
pertanyaan.
d. Memaparkan stimulasi yang sesuai dan teknik perdjk@m.
e. Evaluasi awal kejujuran dan kebohongan.
3. Fase Post-Test
Semua input dan pertimbangan setelah instrumemadktidkan sampai
dengan laporan pendapat diagnosa.
a. Melepas sensor dari tubuh subyek
b. Interograsi jika ada indikasi
c. Evaluasi akhir dagpolygraph
d. Pertimbangan kembali dari fakta kasus, observasiikkl dan
kelayakan subyek.
e. Pertimbangan tiap bukti ketidak-konsisten-an
f. Berdasarkan semua hal tersebut di atas, melapa&an dari
antara tiga pendapat diagnosa: jujur, bohongiatnclusive'
2. Sejarah dan Cara Penggunaarolygraph
Manusia berbohong untuk beragam alasan. Menuruti ijpsikologi

berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghina@salah.Salah satu

1 bid., halaman 02- 03
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contoh para terdakwa korupsi atau kriminal cendrumgrbohong untuk
menghindari (atau setidaknya meringankan) jeratiuk

Alat pendeteksi kebohongarlie( detectoj atau yang bisaa disebut
polygraph diciptakan oleh William Marston. Pada awalnya mds detector
mempunyai keluaran berbentuk jarum yang menulifkgpada gulungan kertas
yang disebut dengan analpglygraph Belakangan ini gulungan kertas diganti
dengan monitor pada komputer.

Alat pendeteksi kebohongarie( detectoy bisaanya digunakan untuk
mencari bukti dalam satu kasus kriminal.dengan rkggi&ian teknologi, alat
pendeteksi kebohongan kini sudah menggunakan syktenputer. Alat ini
mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohongaderaga melacak perubahan
psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitmggunakan alat ini ke bagian
tubuh (dada, jari, tangan dan sebagainya) makabpkam tekanan darah,
resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yéegpeluh, serta kecepatan degup
jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak tdappantau, dan kesadaran
untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat tekdetiengan alat ini. Hal ini
di mungkinkan karena manusia menggunakan bagidretardari otaknya saat
tengah mencoba bertipu muslihat, tapi derigarDetector Computerized System
suatu kebohongan dapat dilacak.

Di Negara maju, khususnya Amerika Serikak detectorsudah sering
digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus laimirNamun,
pelaksanaannya dilakukan pihak independedefpenden examingrbisaanya
seorang psikolog, dan hasil akhir untuk menilaghat kebohongan itu juga di

tangan psikolog tadi. Polisi yang menangani kaBissanya akan menerima hasil
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yang sudah matang dari psikolog tersebut. Ahli nhukdisana berpendapat,
psikolog tentunya akan lebih memahami masalah kejw sehingga apabila
pemeriksalie detectordilakukan oleh mereka, maka hasilnya akan lebilratk
dan lebih obyektif. Di kepolisian Eropa dan Ameriiat ini di kenal dengan
nama polygraph test dan alat ini sudah menjadi prosedur standar dalam
memeriksa penjahat, dengan kata lain, penjahatirmia perkaranya sampai di
pengadilan, dia harus melalui test dengan alatahulu.

Alat lie detectordidesain untuk melihat perilaku tubuh manusia peat
kondisi tertekan. Alat ini tidak bisa secara spksiiendeteksi apakah seseorang
berbohong atau tidak.

“A polygraph is an instrumen that stimulation redsr changes in

physiological process such as heartbeat, blood gunes

respiration and electrical resistance (galvanic rekiesponse or

GSR).The polygraph is used as a lie detector byiceol

departments, the FBI, the CIA, federal and stateegaments, and

numerous private agencies, the underlying theorthefpolygraph

is that when people lie they also get measurableaus about

lying. The heartbeat increases, blood pressure ggedreathing

rhythms change, perspiration increases, etc. A lbasdor these

physiological characteristics is established byiagkthe subject
guestions whose answers the investigation knoweiablon from

the baseline for truth fulness is taken as sigriyofg (Michael

shermer, 2005: 13)*

Polygraph hanya mengukur reaksi psikologis manusia sebaghkasi
seseorang berbohong atau tidak. Seorang pembokelas kakap” mungkin bisa

bersikap sangat tenang sehingga reaksi psikologitxkyterdeteksi. Dalam hal ini

operatoipolygraphmesti benar-benar berpengalaman.

12 Michael ShermeiTest The Polygraph. 200@lamarl3
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C. Konsep Pembuktian Dalam Peradilan
1. Pengertian Pembuktian

Dalam pengetian yang luas, Pembuktian adalah kemam@enggugat
atau Tergugat memanfaatkan Hukum Pembuktian untwdndokung dan
membenarkan hubungan hukum dan perisiwa-peristiesag ydidalilkan atau
dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkaraRadangkan dalam arti
sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang nmandwal-hak yang dibantah
atau hal yang masih disengketakan, atau hanya jsegaryang menjadi
perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.

Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yarmerkara untuk
meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakya di dalam suatu
perkara yang sedang dipersengketakan di muka Piangaatau yang diperiksa
oleh hakim:*

Dari dua pengertian tersebut maka dapat disimpuliediwa pembuktian
adalah upaya para pihak yang berperkara untuk nmdggak hakim akan
kebenaran peristiva atau kejadian yang diajukanh ot@ra pihak yang
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telahaghkain oleh Undang-undang.
Dalam sengketa yang berlangsung dan yang sedaegkdg di muka Majelis
Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalii-¢ahg saling bertentangan.
Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalilakah yang benar dan dalil
manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaag teliti dan seksama

itulah hakim menetapkan hukum atas suatu perisétaa kejadian yang telah

3 M. Yahya HarahapKumpulan Makalah Hukum Acara PerdatBendidikan Hakim Senior
Angkatan Ke Tugu Bogor 1991. halaman 01
1 Prof. R. Subekti,S.HHukum PembuktigrPradnya Paramita, Cet. Il, Jakarta 1995. hala®Ban
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dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuagashe aturan yang telah
ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yentakh!®
2. Pembuktian Dalam Hukum Positif

Di samping pembagian hukum menjadi hukum matesubétantive law)
dan hukum formil &djective lay, maka masih dikenal adanya unsur materiil dari
pada hukum, yang mengatur tentang isi, dan unstaurtg formil, yang mengatur
tentang caranya. Unsur-unsur ini dapat di jump# bdadalam hukum materiil
maupun hukum formil.

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsuteniiamaupun
formil. Unsur-unsur materiil dari pada hukum acadalah ketentuan yang
mengatur tentang wewenang, misalnya tentang hak mhkda pihak yang
dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tenteaganya menggunakan
wewenang tersebut, misalnya tentang bagaimana yearaaik banding dan
sebagainya.

Hukum pembuktianpun, yang termasuk Hukum Acara,jugediri dari
unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian midtenengatur tentang
dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat ibigktentu di persidangan
(toelaatbaatheid, admissibilityserta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum
pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakembuktian.

Hukum pembuktian positif yang ada dalam Acara Rarda atur dalam
HIR dan Rbg serta BW buku IV. Yang tercantum daldiR dan Rbg adalah

hukum pembuktian baik yang materiil maupun forrApa yang tercantum dalam

!5 Abdul, MananOp. Cit, halaman 129
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BW buku IV adalah hukum pembuktian materiil. Sumbekum pembuktian
formil lainnya kecuali yang teruat HIR dan Rbg adfaRv.

Isi ketentuan dalam HIR (Rbg) mengenai pembuktiatard garis
besarnya ada persamaannya dengan BW buku IV. Hpkmmbuktian yang diatur
dalam HIR (Rbg) dan BW itu tidak lengkap dan sisigém

Hukum pembuktian dalam BW buku IV itu disusun khasuntuk acara
contradictoir dalam bidang hukum harta kekayaan dimuka hakirdgter Bagi
acaradiclaratoir atau peradilanvolunteer pada asasnya tidak berlaku hukum
pembuktian dari BW buku IV, tetapi diperlukan secanalog®

3. Teori dan landasan hukum pembuktian dalam hukum po#if .

Sudikno Mertokusumo dalam soal penilaian pembuktremgemukakan
pendapatnya sebagai berikut.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengelaliknya,
hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubungirhaklalam menilai
pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat olefang-undang maka tentang
hal tersebut timbul tiga teori:

a. Teori pembuktian bebas, yaitu Teori ini tidak mesgaki adanya
ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehinggailgian
pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakaori ini
dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan mekaiper
kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencagnleean.

b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketenketantuan yang

mengikat, yang bersifat negatif. Yaitu bahwa hakimuk melakukan

® Yurisprudensi HR, antara lain putusan 19 Desenmb@82 menetapkan, bahwhukum
pembuktian dalam BW buku IV tidak berlaku lagi acaermohonan, Asser-Anema-Verdam,
halaman 54
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sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. J&dn hdisini
dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR/306 TB§ BW).

c. Teori pembuktian positif, yaitu Disamping adanyeateyan, teori ini
menghendaki adanya perintah kepada hakim. Diskinhdiwajibkan,
tetapi dengan syarat (Pasal. 165 HIR, 285 Rbg, B3Y]

4. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum positif.

Dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat pada d#tkaukti yang sah,
yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil tkesam berdasarkan alat-
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang Js@i-alat bukti dalam Acra
Perdata yang disebutkan oleh Undang-undang (P&gaHIR, 284 Rbg, 1866
BW) ialah:

a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis di atur dalam pasal 138, 1667 HIR, 164, 285-305
Rbg. Pasal 1867 no. 29 dan 1867-1894 BW dan p38al47 Rv.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesyabhg memuat tanda-
tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isi a@i untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunak®agai
pembuktian. Sebaliknya sepucuk surat yang berisiaahan hati
yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemuoagkya tidak
berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau sugss¢hrift, writing$,
tetapi sebagai benda untuk meyakinkatengonstrative evidence,
overtuigings stukkgrsaja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat

itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagéatibmelainkan
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eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebdgmiang yang dicuri
misalnya®’

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagindasurat-surat
akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah sudisah yang semata-
mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atastpea, karenanya
suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-siktat dapat dibagi
lagi atas akta resmag(thentiek dan surat-surat akta di bawah tangan
(onderhandg

Suatu akta resmia(ithentiek ialah suatu akta yang dibuat oleh atau
dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undaigig
ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tesdbejabat umum
yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita paddu pengadilan,
Pegawai Pencatatan Sipribtenaar Burgelijke Staphddsb.

Menurut undang-undang suatu akta resmitlientiek mempunyai
suatu kekuatan pembuktian sempunallédig bewij3, artinya apabila
suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakimsharenerimanya
dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta sitmngguh-
sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boledmerintahkan
penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta di bawah tangaonflerhandy ialah tiap akta yang tidak
dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejamatuMisalnya,
surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yahgad sendiri dan

ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yamgngadakan

" Sudikno MertokusumotHukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke (¥ogyakarta: Liberty,
2006), Cet. I, halaman 148-149
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perjanjian itu. Jika pihak yang menandatanganitspeajanjian itu
mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yaergrti ia
mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yamgis dalam
surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangareberns memperoleh
suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatveakni:®
Kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152-162 HIR (ps.
165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksiaan adalah kepastian yang diberikan kepaakimh di
persidangan tentang peristiwva yang di sengketakamgah jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh oramg yukan salah
satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di pergda.Jadi
keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentsergstiva atau
kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendagat dugaan yang
diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan keaaks$ial ini dapat
disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 &yRbg, 1907 BW).
Di sinilah letak bedanya antara keterangan yangritiédn oleh saksi
dan ahli: seseorang yang dipanggil di muka sidinguki memberi
tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwaggiang seorang

ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menikigtiwanya.

18R Subekti,Pokok-Pokok Hukum PerdataP.T. Intermasa, Jakarta, 2005, Cet. XXXII, haam

180-181
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c. Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg. 1866 BW) menyebutkdraga alat

buktisesudah saksi: persangkaan-persangkaanermoedens,

presumptions

Persangkan ialah suatu kesimpulan yang diambil slaiu peristiwa

yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yaramgedan nyata ini

ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yaliguktikan juga
telah terjadi. Dalam pembuktian, ada dua macamapgkaan yaitu:

1. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undavegteflijk
vermoede)) pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan
kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungdahsaatu
pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kwitaembayaran
sewa rumah yang berturut-turut. Menurut UU menirkéalsuatu
persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yangusedngh juga
telah dibayar olehnya.

2. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakiechtelijk vermoeden
terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimank tldapat
saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendirh telalihat
peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dims@arang suami
mendakwa istrinya berbuat zina dengan lelaki ldel.ini tentunya
sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihagate mata
kepalanya sendiri perbuatan zina itu. Akan tetplh ada saksi-
saksi yang melihat si istri itu menginap dalan damar dengan

seorang lelaki sedangkan didalam kamar tersebutahada satu

dari
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buah tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi itu hakim
dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedupitraadah
melakukan perbuatan zina. Dan memang dalam perbaata itu
lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangKaan.
d. Pengakuan
Pengakuanhekentenis confessipdi atur dalam HIR (Ps. 174-176),
Rbg (Ps. 311-313) dan BW, (Ps. 1923-1928)
Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat pembukéieen&jika suatu
pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawan dgkea untuk
membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapatalka pihak lawan
ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeaiksidepan hakim
belum sampai pada tingkat pembuktian.
Menurut Undang-undang, suatu pengakuan di depanimhak
merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentamgn&ean hal
atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim &pa untuk menerima
dan menganggap, suatu peristiwa yang telah dialamang benar-
benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia setidak percaya bahwa
peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.
Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkadafeemengakui
suatu peristiwva yang diajukan oleh penggugat, itetsgbagai
pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang hagngkan dasar
tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjiaal jbeli, tetapi

mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya bgasggtelah ia

19 |bid., halaman 181-182
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terima dari penggugat. Menurut UU suatu pengakusarg yYdemikian,
oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugedudukkan
pihak tergugat didalam proses yang telah berlargggunDengan kata
lain, suatu pengakuan yang disertai suatu perigt@mbebasan oleh
UU tidak dianggap sebagai suatu pengakuepl{tsbare bekenterjis
Jadi dalam praktek, si penjual barang masih haresnboktikan
adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyanabarang yang
telah dibelinya itu pada si pemb#li.

e. Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (ps. 155-1587)1 Rbg (ps. 182-
185, 314), BW (ps. 1929-1945).
Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu shinyaag
"menentukan” decissoire eeddan "tambahan’qupletoir eell
Sumpah yang "menentukantdcissoire eedadalah sumpah yang
diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkegada pihak
lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yaedarg)
diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkahmh yang
perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang metadkan
pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, ilseym| jika ia
tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah #@u,akan
dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat psim
mempunyai hak untuk "mengembalikan” perintah ittinga meminta

kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpahTéatu saja

20 |pid., halaman 182-183
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perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebalik@yapkrumusan
semula. Misalnya, jika rumusan yang semula berbunyiSaya
bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah mekgardarang”
perumusan sumpah vyang dikembalikan akan berbunyaydS
bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya tidak menéxamaag”.
Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semulamenatahkan
pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan olelmhagabila ia
mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalatdq@abila dia
menolak pengangkatan sumpabh itu.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memeriatap&ngangkatan
suatu sumpah yang menentukan, hakim harus memparigkan
dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mermgarsgmpah itu.
Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkialam
perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai pedbwatan
yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang meggahsumpah atau
suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri olehagihtu. Selanjutnya
harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh deegamnktinya
hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan ankadua pihak yang
berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikat bahwa sumpah
itu sungguh-sungguh "menentukan” jalannya perkara.

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu sumpah yarmtipkan oleh
hakim pada salah satu pihak yang beperkara apdiaikam itu
barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudahp&trdauatu

"permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengamyumpahan,
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karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatyhktaisan atas
dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluagskah ia akan
memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidalapikah suatu
hal sudah merupakan permulaan pembuktian.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat ssatupah
tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak Butapd etapi
ia tak dapat "mengembalikan” sumpah tersebut kematoak lawan.
Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dhkatakan,
bahwa ia menentukan juga jalannya perkara, sehinpyhedaan
sebenarnya dengan suatu sumpdécissoir ialah, bahwa yang
belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang rkepe kepada
pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan digsanaoleh
hakim karena jabatannya, jadi atas kehendak hakisendiri®*

5. Pembuktian Dalam Hukum Islam.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasalkdda “Al-bayinalf
yang artinya “suatu yang menjelaskan.” Ibn al-Qayyal-jauziyah dalam
kitabnya At-Turugq al Hukmiyahmengartikan Bayyinali sebagai segala sesuatu
atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan méajelksbenaran sesudtu.
Secara terminologis, pembuktian berarti: “membegiekangan dengan dalil
hingga meyakinkan.” Beberapa pakar hukum di Indenegemberikan berbagai
macam pengertian mengenain pembuktian. Prof. DpoSef® misalnya, dalam

bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri megkan bahwa

*! bid., 183-185

22 Rasyid RoihanQp. Cit.,halaman 153

%3 Seperti dikutip oleh Gatot Supramono, S.H. datdukum Pembuktian Di Peradilan Agama
Alumni, 1993, halaman 15
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pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatada arti luas, pembuktian
berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syseats bukti yang sah,
sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hahgarlukan apabila yang
dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh teayug

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supono di atamipuktian dalam arti
luas tersebut menghasilakan konsekwensi untuk e keyakinan hakim
semaksimal mungkin. Dalam Hukum Islam, keyakinakirhamemiliki beberapa
tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut dds&bagai berikft

1. “Yagiin” : menyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakerl{ukti
100 %).

2. “Zhaan” :sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk
membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %)

3. “shubhaat”: ragu-ragu (terbukti 50 %)

4. “waham’ : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembukétari pada
adanya (terbukti <50 %), maka pemuktiannya lemabh.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan kegakhakim pada
tingkat meyakinkan (terbukti 100 %) dan dihindarksmberian putusan apabila
terdapaat kondisi syubhat atau yang lebih rendat.imd di karenakan dalam
pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syulsihatlapat memungkinkan
adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebider@img mengharamkan
atau meng-anjurkan untuk meninggalkan perkara stubldal ini juga
menyebabkan para hakim harus berhati-hati untuék tithengambil putusan

dalam keadaan pembuktian yang masih syubhat tdrsebu

“Catatan Kuliah Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H padakéitas Hukum Universitas Indonesia,
tanggal 30 Nopember 1989.
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6. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum Islam.

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkaradae keadilan), alat
bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisargiypekan oleh pihak-pihak
yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pditgn.Dipandang dari
segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat lawkitiya adalah alat atau upaya
yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutukaperdadi alat bukti
tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupumgadilan. Suatu
persengketaan atau perkara tidak bisa diselestak@a adanya alat bukti, artinya
kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan buktianpetkara tersebut akan
diputus juga oleh hakim akan tetapi gengan mengjagatan karena tidak
terbukti.

Di dalam kitab-kitab Hukum Islam (figh) kebanyakpara ahli hukum
Islam menyebutnya dengaai-bayyinah sejalan dengan hadis Rasulullah Saw.
Pada Asas Pembuktian terdahulu, yafal:bayyinatu ‘ala al-mudda’y wa al-
yamin ‘ala man ankar”. Berlainan dengan uaraian-uraian terdahulu tentang
Hukum Acara, yang boleh dikatakan hanyalah sekad#uk kepentingan
pengaturan &g irsyad tetapi pembuktian dengan alat-alat bukti ini adal
merupakan inti yang bilamana meleset penggunaanakan mungkin
membuahkan lain daripada material Islam. Dalam rukslam terdapat banyak
ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentanmbp&tiaan. Diantaranya,
terdapat dalam QS. Il : 282; QS. Il : 81; QS. 19;:QS. V : 106; QS. Xl : 26;
QS. LXV : 2 dan QS. XXIV : 4 dan 6. Sehubungan dangal ini, ada berbagai
alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidardjgmengadilan berdasarkan

Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara laabagai berikut:
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Ikrar (Pengakuan)

Ikrar: yaitu pernyataan dari penggugat atu tergugat pthak-pihak
lainnya mengenai ada tidaknya sesuatkrar adalah pernyataan
seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifahaspidan tidak
memerlukan persetujuaan pihak laitkrar atau pengakuaan dapat
diberikan di muka Hakim di persidangan atau di jpeisidangan.
Syahadal{Saksi)

Saksi ialah orang yang menberikan keterangan diansidang, dengan
memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatstiyeai atau keadaan
yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebdmiti terjadinya
peristiwva atau keadaan tertentu.

Yamin(Sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yangrikdm atau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangaigan mengingat
sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa waember
keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukleh-Nya. Alat
bukti sumpah ini bermacam-macam. Sumpah ini ada yaamiliki
bentuk tersendiri, seperti Sumpdaian (dalam perkara Zina) dan
sumpahQasamah(di lapangan pidana). Bagaimanpun juga, selain dari
sumpahLian dan sumpahQasamah alat bukti sumpah tidak bisa
berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutugnya semata-mata
mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai olehbakdit lainnya.
Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukty ydapat

diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.
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4. Riddah(Murtad)

Riddahadalah pernyataan seseorang bahwa ia telah ladnaAgama

Islam (nurtad. Tata cara pernyatadiddahini hampir sama dengan

ikrar atau pengakuaan, namun pelaksanaannya herfianal

dihadapan pemuka Agama Islam.

5. Maktubah(Alat Bukti Tertulis)
Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdaias dua hal, yaitu:
a. Akta
Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalamal h
membuktikan kopetensi absolut suatu perkara yapgtdiiputus
oleh hakim pengadilan Agama. Jenis-jenis akta ydiggnakan
antara lain, yaitu akta nikah dan akta kelahiratlardaperkara
pemeliharaan anak dan akta ikrar wakaf dalam perkerta
wakaf.
b. Surat keterangan

Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompete
relative bagi pengadilan Agama yang memutus pertasebut.
Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalaht sura
keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketanggjuan
surat sebagai alat bukti yang sah harus mementds banimal
pembuktian dari surat tersebut, disamping harus enein syarat

formal dan material.
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6. Tabayun(Limpahan Pemeriksaan)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang uldak oleh

pemeriksaan mejelis pengadilan yang lain dari padglis pengadilan
yang sedang memeriksa. Contoh dari kasus yang rhé@er
pembuktian tabayun ini misalnya dalam kasus kewaayidi mana harta
warisan ada di Tasikmalaya sedangkan perkara w&idangkan di

Jakarta Timur sehingga memerlukan kekuasaan magpeligadilan

Tasikmalaya untuk membantu pembuktian keberadasahtdidaerah
kompetensi relatifny&

Sedangkan pembuktian dalam Peradilan Agama islanindibnesia,
Konsep yang digunakan menganut pembuktian di Haradimum. Hal ini
berdasarkan

1. Alat Bukti Surat Atau Tulisan

Secara umum di atur dalam HIR Pasal 138, 164, 165, RBg
Pasal 285-305; BW Pasal 1867-1894; juga Rsv. $887-29, Pasal
138-147.Alat bukti surat-surat atau tulisan iala@gada sesuatu yang
memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untokamgaikan
buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagdiybiem. Surat-
surat sebagai alat bukti tertulis terbagi kepadhuzgenis surat:

a. Akta otentik
Akata otentik adalah akta yang dibuat oleh atawadhpan

pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketenteatentu

% Sulaikin LubisHukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonedizkarta: Kencana, 2006,
halaman. 138-143
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yang telah ditetapkaf. Sebagai pejabat yang berwenang
dimaksudkan antara lain Notaris, Juru Sita, Pamitem Hakim
Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pendditedh
(PPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PejabatbBat
Akta Ikrar Wagaf (PPAIW) dan lain-lain. Akta otehti
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau metndiieak
bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya ataui lmagng-
orang yang memperoleh hak daripadanya, artinyanhdiarus
menganggapnya benar serta tidak memerlukan perabuktin,
kecuali memang dapat dibuktikan tentang ketidakizemeya
(tentunya dengan alat bukti lain dan alasan yalbity leuat)*’
b. Akta di Bawah Tangan (Akta Bukan Otentik)

Akta di bawah tangan akta bukan otentik ialah segalsan
yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bul#ipietidak
dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwematd itu dan
bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk
tertentu.dengan demikian, akata selain otentik, userya
termasuk akta di di bawah tangan. Misalnya sui@theli tanah,
yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipunak &ertas segel
dan di tandatangani oleh ketua RT, Ketua RW, Likepada
Desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejalsng
berwenang membuat akta tanah yang disebut PPATyalzm

Notaris dan Camat. Demikian juga misalnya, ijazaljaga yang

 HIR, pasal 165/Rbg, pasal 285/BW, pasal 1868
2" HIR, Pasal 165/RBg, Pasal 285/BW, Pasal 1870
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dibuat oleh Rektor Perguruan Tinggi, bukanlah adtantik
karena pejabat yang berwenang adalah Dekan Fakultas
Kekuatan akta di bawah tangan (bukan otentik), rhaki
menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang tarsiibuat oleh
kedua belah pihak, seperti jual-beli tanah yangahuktentik,
apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnytuidialeh
pihak yang menandatanganinya maka akta tersebutpurgmai
kekuatan sama dengan akta otefitikietapi tetap masih
mempunyai perbedaan dengan akta otentik. aktailoteetlaku
bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan biagiapun juga,
sedangkan akta di bawah tangan tadi hanya berlagukedua
belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yaegiperoleh
hak dari padanya, tidak untuk pihak ketiga dan seratang
lainnya.
2. Alat Bukti Saksi
Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut denggahid(saksi
lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang di ambil dari kata
musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mataakspndiri.
Jadi saksi yang dimaksudkan adalah sakai hidup.
Dasar alat bukti saksi lihatlah HIR, Pasal 139-t3h 168-172;
RBg, Pasal 165-179; BW, Pasal 1902-1912. Adapunuroérislam,

dasarnya ialah:

%8 Rasyid Roihan AQp. Cit, Halaman. 151-157
% R. Subekti, S.HQp. Cit, halaman 9-30



36

Al-quran, Surat Al-Bagarah, ayat 282, sebagaikri

OF slagadl n g5 2 0Tty Jord calomy UsS 0B oSy o cpibogeds Iggiznly
Igesle 13 sligsl LYy V1 Lagto] ST Lagod| s

. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi daangf

orang lelaki (di antaramu).jika tak ada dua oandal@, Maka

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan daalksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupakdgang

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksieiiggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipandyil.

Masih banyak lagi ayat dan hadits tentang saksiatggt tersebut
di atas adalah menjadi dasar umumnya, yaitu sakseicara umum
terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelagrshhma dua orang
perempuan, yang semuanya berAgama Islam.

Kebanyakan ahli Hukum Islanjumhur fugaha’) menyamakan
kesaksian gyahadah itu denganbayyinah Apabila saksi disamakan
dengan bayyinah berarti pembuktian di muka pengadilan Islam,
termasuk di muka Peradilan Agama hanya mungkinalesgksi saja,
sebab Rasulullah mengatakaml-bayyinah ‘ala al-mudda’y wa
alyamin ‘ala man ankar’.Sedangkan ada ahli Hukum Islam yang
mengartikarbayyinahitu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuaainyai Ibn al-
Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnyaAt-Turug al-Hukmiyah
Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya mkanpaebagai dari

bayyiah. Sehubungan dengan pembuktian, rasanyaegiamgyang

terakhir inilah yang tepat dipergunakan.

¥Departemen Agama RAI-Quran dan TerjemahnyaCV. Pustaka Agung Harapan, Jakarta,
2006, halaman 59-60
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3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti dialamdPasal
164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 BWw.

Alat bukti persangkaan (Belandaermoedeh yang di dalam
Hukum Acara Peradilan Islam disebut al-qarinah.ir@aér menurut
bahasa artinya “istri” atau “hubungan” atau “pesal, sedangkan
menurut istilah hukum (yang dimaksud disini) ialahl-hal yang
mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedmmikupa
terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Di lingkungan Peradilan umum pidana, istilah alatktb ini
dinamakan aanwijzingen (Belanda) atau diterjemahkan dengan
“petunjuk-petunjuk”. Dalam hukum acara peradiladans baik
aanwijzingen maupuwermoedendisebut dengan garinah juga.

Menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, peksarg
persangkaan atawermoeden dibagi atas dua macam, vyaitu
persangkaan hakim dan persangkaan Undang-Uridang.

Persangkaan Hakim adalah kesimpulan hakim yangildiéhau
sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan persangkadang-
undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakinnddmarkan
undang-undang. Baik persangkaan hakim (yang pernghg, tertentu
dan sesuai hubungan satu sama lainnya) maupumpgkesan undang-
undang (yang tidak dibuktikan lain) dan persangkaasang-undang

(yang tidak boleh dibuktikan lain) tersebut di ataslak boleh

31 HJ. Sulaikin LubisQp. Cit, halaman 144
% HIR, Pasal 173; RBg, Pasal 301; BW, Pasal 1922.
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dijadikan dasar pemutus kalu hanya atas "satu pgksan” saja, dan
harus didukung oleh bukti lainnya, baik berupa pegkaan juga atau
berupa alat bukti lainnya (pendapat Subekti), tet&udikno
berpendapat sebaliknya, yaitu boféh.
4. Alat Bukti Pengakuan
Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradiltamsdisebut
al-igrar dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum didegkentenis
(Belanda),confession(Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak
atau kuasa sah nya mengaku secara tegas tanpd ‘wiarauka
sidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawaradaah benar.
Pengakuaanbgkentenis confessipdiatur dalam HIR Pasal 174-
176, Rbg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-192&daRean terbagi
atas tiga macam, yaitu:

a. Pengakuan Murniayeu pur et simp)eadalah pengakuan
yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya ndenga
tuntutan pihak lawan.

b. Pengakuan dengan Kualifikagigqualificeer de bekentenis,
aveu qualifie) adalah pengakuan yang disertai dengan
sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

c. Pengakuan dengan Clausuige¢lausulerde bekentenis, aveu
camplexe)adalah suatu pengakuan yang disertai dengan

keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

% Sudikno,0Op. Cit, halaman 141
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5. Alat Bukti Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam HIR Pasal 155-1587,1Rbg
Pasal 182-185, 314, dan BW Pasal 1929-1945. Ada migcam
sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a. Sumpah pelengkap s(@ppletoi) adalah sumpah yang
diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepatidsatu
pihak yang berperkara untuk melengkapi pembukteisfpwa
atau hak yang menjadi sengketa sebagai dasar poyzsa

b. Sumpah pemutus yang bersifat menentulkdecti6oi) adalah
sumpah yang dibebankan atas permintaan salah #al p
kepada lawannya. Sump&kecisoir ini dapat dibebankan atau
diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sarkalise

c. Sumpah penaksiran a€stimatoir, schattingsegd adalah
sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabgtan
kepada Penggugat untuk menentukan uang ganti kerugi
Sumpah Penaksiran bisaanya diperlukan untuk mekemtu
besar ganti kerugiagf.

6. Alat Bukti Pemeriksaan Setemp#tigcente
Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagiaibakti

sebenarnya hanya tafsiran analogjgds, Arabh, atas Pasal 153 HIR

3 Sulaikin LubisOp. Cit, halaman 146-148
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atau RBg dan kepada keperluan praktik pengadilamg kebanyakan
diperoleh dari yurisprudensi.

Pada asasnya persidangan pengadilan selalu disdesan
digedungnya, kecuali kalau apa yang akan dipertksidak mungkin
dibawakan atau dijelaskan didepan sidang sepehadap beberapa
kasus benda tetapor{roerende goederen, Belanda atau al-igar
Arab).®

Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya asialahg
pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan katwsutempat
tertentu, yang lengkap Berita Acara Sidangnya selpisa dan masih
termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi pensaikssetempat
berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, meniphrgambaran
yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa.

Dalam Acara Peradilan Islam, mungkin pemeriksadengeat ini
bisa dimasukkan dalam pembahasan tentéalmy al-gqadi. Jadi
sebenarnya, pemeriksaan setempat tidak perlulaliktin sebagai alat
bukti tersendiri. Bagi peradilan umum, bisa sajamalukkan dalam
pembahasan tentang “persangakaan” ataermoeden” Bagi
Peradilan Islam/ilm al-gadi bisa dimasukkan dalam pembahasan
tentangal-Qarinah

7. Alat Bukti Keterangan AhliEExpertise)
UU Nomor 14 tahun 1970 Pasal 14 menyebut bahwarhakliak

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perikang diajukan

% Sidang keliling Pengadilan, juga termasuk sidaeggadilan pada gedungnya, jadi tidak bisa
disebut siding pemeriksaan setempat.
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kepadanya. Itu bukanlah berarti bahwa hakim ahlardasegala-
galanya. Dalam praktik, hakim itu harus mempelaparkara yang
ditanganinya dari segala macam buku atau peratpexnondang-
undangan, kadangkala bertanya dengan orang laig hdmh tahu
atau lebih senior dan sebagainya.

Bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yandi phAda
bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif Hakim, atas
suatu peristiva yang dipersengketakan dalam suatkama, disebut
“keterangan ahli” atau juga yang menyebutnya defig@ksi ahli”.

Kalau saksi bisaa ia dilarang menilai dan menyikgulterhadap
apa yang di alami/dilihat/diketahui/didengarnya apet harus
menyebutkan “sebab ia tahu” maka saksi asli malaedaliknya, ia
diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpuatemurut bidang
keahliannya seobyektif-obyektifnya terhadap suatwispwa yang
sedang diperiksa di muka pengadilan. Karena saksiabmaupun
saksi ahli sama-sama saksi maka keduanya berlakypadu saksi
hanya saja redaksinya sedikit berlainan. Kalau isaks tersebut
sudah ada sumpah khusus dalam jabatan profesinganga sumpah
dokter, sumpah notaris, maka mereka ini tidak pkgi dilakukan
sumpah saksi ahli.

Keterangan saksi ahli mungkin diberikan secaranlida depan
siding tetapi mungkin pula diberikan secara testylang kemudian
dibacakan didepan sidang. Karena dibacakan didsmkmg maka

statusnya sama dengan keterangan lisan didepamgsiddasil
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pemeriksaan dokter misalnya, bisaanya selalu didverisecara
tertulis, bahkan diberikan dan ditanda tangani dleh Jika hakim
setuju dengan pendapat ahli tersebut maka pendapdiambil alih
oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sedaldi terhadap
pendapat saksi ahli tersebut, hakim bebas meRi&idapat ahli yang
disetujui, lalu diambil alih menjadi pendapat hakio sendiri, dapat
dijadikan dasar pemutus. Itulah sebabnya keteramagdindikatakan
termasuk salah satu alat bukti.
D. Konsep Dasar dan Sumber-sumber Hukum Acara PerdataPeradilan
Agama
1. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiigsiuHukum Acara
Perdata sangat menentukan.Hukum Perdata Matedak tidapat dipaksakan
berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acam@aPa. Sebagaimana
diketahui bahwa Peradilan Agama adalah PeradiladaBedan Peradilan Islam
di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peratpemndang-undangan Negara
dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, ydimgaksud dengan Hukum
Acara Perdata Islam adalah segala peraturan bai lyarsumber dari peraturan
perundang-undangan Negara maupun dari Syariat Isl\@mg mengatur
bagaimana cara orang bertindak ke muka PengadidgmmA dan juga mengatur
bagaimana cara pengadilan tersebut menyelesaikarkarpeya, untuk

mewujudkan hukum material Islam yang menjadi keiaasPeradilan Agana.

% Rasyid Roihan AQp. Cit,Halaman 10
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a. Dasar Hukum Acara Perdata Peraadilan Agama

Dalam kajian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama ad

beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu:

1. Peradilan, berasal dari Bahasa Arab adil yang sudah diderap
dalam bahasa Indonesia yang artinya: proses mengdali
upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian ks&ng
hukum dihadapan badan peradilan menurut peratueary y
berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yangm.
Dalam bahasa arab diselaltqodhq artinya proses mengadili
dan proses mencari keadififnDalam bahasa Belanda disebut
recshtpraak. Dalam kaitannya dengan Peradilan Agama,
pengertian peradilan ini tertuang dalam pasal ir RuyU No
7 tahun 1989 Jo. Pasal 1 angka 1 UU No 3 tahu6.Z@@da
pasal tersebut terdapat perubahan pasal 2 UU [dbunt1989
yang menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalaih Saitu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencaraiilkea
yang berAgama Islam mengenai perkara tertentu s@hag
disebutkan dalam Undang-undang ini”. Dalam pengglgsasal
ini disebutkan bahwa: “ yang dimaksud dengan “rafpgancari
keadilan” adalah setiap orang baik warga Negararesia
maupun yang asing yang mencari keadilan pada paagadti

Indonesia”.

3'M. Tahir Azhary,Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Aganflaimpunan tulisan)
Bursa buku Fakultas Hukum Ul Jakarta, 1982,
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2. Pengadilan merupakan pengertian yang khusus adalah suatu
lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyedanai
sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiyaaug,
mempunyai kewenangan absolute dan relative sesrajad
peraturan Perundang-undangan yang menentukannya ata
membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut al-mahkamah
dalam bahasa Belanda disebut raad. Dalam Pasajka 2,
pasal 3 A UU No 3 tahun 2006 disebutkan bahwagklimgan
Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan P&gadi
Agama yang diatur dengan undangan-undang. Padalpsan)
pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan sfatslam
yang diatur dengan undang-undang. Sebagai contujaBian
Khusus ini adalah Pengadilan Syari’ah Islam di Frsip
Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dengan histila
“Mahkamh Syari'ah” sepanjang kewenangannya menyangk
kewenangan Peradilan Agama. Hal ini diatur dalasaPa5
ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kKetemn.

3. Peradilan Agama adalah suatu badan peradilan Agama pada
tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama (PTA), lada
badan peradilan Agama Tinggak Banding. Pengadilganfa
berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, namunakid

menutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan
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Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di lbu Kotaviisi

dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. @Pals
angka 3 UU No. 3 tahun 2006).

. Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk
menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketasmnaka
penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas,
sebagaimana Rasul SAW. Pada masanya telah mengangka
Qadi-qodi untuk menyelesaikan sengketa di antanausia di
tempat-tempat yang jauh. Mengenai pengertian hakinkini

di atur dalam Pasal 1 butir 3 dan Pasal 11 UU Ndafiun
1989 dinyatakan bahwa, hakim adalah pejabat yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Pada panuba
Pasal tersebut dalam UU No. 3 Tahun 2006, istikakinh di
tambah menjadi “Hakim Pengadilan”, yaitu adalahabaj
yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

. Yang dimaksud dengadukum Acara Perdata disini adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan dikema
Agama. Pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 diterangka
bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilanmdala
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Rarda
yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pamad
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus déladang-

undang ini.
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Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989
keadaan Hukum Acara (formal) yang berlaku di linggan
Peradilan Agama, terdapat dalam bermacam-macanusera
dan belum terhimpun dalam suatu Kitab Undang-undang
antara lain terdapat dalam Stbl. 1882 No. 152,. $ibl 116,
Stbl. No. 610, 638, 639. PP. No. 45 Tahun 1957atSadaran
Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/737 tentan@lsdnaan
PP No. 45 Tahun 1957, beberapa Keputusan Menteri
Agama/Direktur Jendral. Setelah berlaku undang-ogdéo. 7
Tahun 1989 disebutkan dalam Bab IV Pasal 54 Bahulauf
Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yangkioer
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umuroyde
yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang
Peradialan Agama.
Dalam Hukum Islam kegiatan peradilan merupakan dtegi
muamalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kphid bersama
(manusia dengan manusia atau manusia dengan mesyara
Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukummigah fardhu
kifayah; harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalsatu kelompok
masyarakat namun kalau sudah ada 1 atau beberapg gang
mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah tetpeMenurut Al-

Mawardi di dalam bukuAl-Ahkam Ash-Shulthaniyalmenjelaskan
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kegiatan peradilan adalah merupakan bagian kegi¢amerintahan
dalam rangka bernegafa.
Pelaksanaan peradilan merupakan tugas suci karetzna peradilan
terdapat tugas, antara lain; memerintahkan keba(kaairuf) dan
mencegah kejahatam(nka)®*® bila tidak terdapat peradilan dalam
suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan memjaslyarakat yang
kacau. Dalam melaksakan kekuasaan peradilan, letasundnag-
undang dan aturan-aturan yang wajib dipenuhi oteb pakim.
Ketika Rasulullah masih hidup, selain bertugas gaibieepala Negara
dan pemerintahan, pemimpin Agama atau Mubalighabeljuga
bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan pengafuersoalan
yang diajukan) termasuk pula pengaduan terhadapakethn para
pejabat’® Pada masa itu kekuasaan eksekutif dan kekuasatkaijti
masih dipegang oleh satu tangan.
b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang ss&mping
sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islaaindtinesia, yang
diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangsgafd, untuk
mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batkadsaannya.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, me&sserdan
mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungs{nyenegakkan

hukum dan keadilan). Peradilan Agama dahulunya, peegunakan

¥ mam Al-Mawardi,Al-ahkam As-shulthaniyyah-Prinsip-Prinsip Penyelgamgan NegaraDarul
Falah, Jakarta, 2000, halaman, 122-142

39T.M. Hasbi Ash-ShiddiqyPeradilan dan Hukum Acara IslanSemarang pustaka Rizki Putra,
1997, halaman. 3

“%bid., halaman 7-9
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Acara yang terserak-serak dalam berbagai peratypemindang-
undangan, bahkan dalam Acara dalam hukum tidakulitert
(maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkdadam
bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indgndsamun,
setelah terbitnya UU Nomor 7 tahun 1989, yang mugaiaku tanggal
diundangkan (29 Desember 1989), maka Hukum Acaradian
Agama menjadi konkrit! Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi:
Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peraditmma pada
tanggal 20 Maret 2006 telah diamandemen pasalpasdengan UU
Nomor 3 tahun 2006. Oleh karena itu, hukum acaray y@erlaku di
lingkungan Peradilan Umum adaldterziene inlandsch reglement
(HIR) untuk Jawa,MaduraRechtsreglement voor de buitengewesten
(R.Bg) untuk luar Jawa, Madura, maka aturan hukwaraa ini di
berlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kédual-hal yang
telah di atur secara khusus dalam Undang-undangpN@rtahun 1989
tentang Peradilan Agama tersebut. Misalnya, penmazgbabiaya
perkara yang harus dibayar oleh pemohon/penggugatbyktian
dengan alasan syikak, gugatan perceraian yangadlidasatas alasan

zina (i'an), dan beberapa ketentuan lain yang diatur secarsuktf

“! Rasyid Roihan AQp.Cit, halaman 20
2 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesiakencana, Prenada Media Group Jakarta, 2006,
halaman, 152
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Menurut Pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agaekarang
bersumber (garis besarnya) kepada kedua aturaty: y@i yang
terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989, dan (2) yeedaku di
lingkungan Peradilan Umum. Adapun sumber hukum aacang
berlaku di lingkungan Peradilan Umum di berlakukaga untuk
lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglemeatau disebut juga
RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).

b. RBg ([Rechts Reglement Buitengeweptatau disebut juga
Reglemen untuk Daerah Sebrang, maksudnya untuk)awee-
Madura.

c. Rsv Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordeyingng
zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raadustitie.

d. BW (Burgerlijke Wetboekatau disebut juga Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Eropa.

e. Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Rerda
dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawadita
sedangkan untuk daerah luar Jawa, Madura diat@andal
Pasal 199-205 R.Bg.

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telahatdiub

menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 1999 terakhir

43 Rasyid Roihan AQp.Cit, halaman 21
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keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Mo.
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam
peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa
ketentuan tentang Hukum Acara Perdata Praktik dalam
Peradilan di Pengadilan.

. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI yang telah diubah dengan Undang-undangbNo.
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuaa acar
perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asiasn d
proses bererkara di Mahkamah Agung RI.

. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum. Dalam Undang-undang ini diatur tentang Susmnisn
dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan romu
serta Prosedur Beracara di lingkungan Peradilan rdmu
tersebut.

. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawiaan d
PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Perkawinan tersebut.

. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 54
dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di
lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan Hukum

Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umuncukd
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yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang
tersebut.

7. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang instruksi Pemakgtaa
Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 3 buku, yaitu kium
Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.

f. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematrs da
keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan
Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam membenka
keputusan sosial yang safffa.
Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudens
tersebut, sebab Negara Indonesia tidak mengansit“tea
binding force of precedentjadi bebas memilih antara
meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalartu sua
perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan
sebelumnya.
Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau
sekiranya yurisprudensi itu telah using dan suddbkt
sesuai lagi tuntutan zaman dan keadaan masyatetag
tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yuugnsi
itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesagiate

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

4 Lilik Mulyadi, Kamus fockema andred,998 halaman 14



BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkalg ylaarus dilakukan
oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akuraingga kebenarannya tidak
diragukan lagi. Adapun langkah-langkah yang dipattaiam penelitian ini,
sebagai berikut:
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangdalah sangat
signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payany akan digunakan sebagai
dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya tpanenenis penelitian
didasarkan pada pilihan yang tepat karena akampkkasi pada keseluruhan
perjalanan risef

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini masuiamn penelitiarhukum
empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hulempiris terdiri dari dua

jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukudan penelitian ter )]

> Saifullah,Buku Panduan Metodologi Penelitigdand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang,

52
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efektivitas hukunf® Dalam penelitian ini hal tersebut dititik beratkgada
identifikasi hukum dengan memperhatikan bagaimar@em@mpan hukum dalam
perakteknya melalui aktifitas pembuktian dalam iodarsgan, yang mana
penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengulapuwata dari informan yang
telah ditentukafi’ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inilahda
pendekatan kualitatif. Yang mana, pendekatan laidlisebenarnya merupakan
tata cara penelitian yang menghasilkan data degkygitu apa yang dikatakan
oleh responden secara tertulis atau lisan, dahakernyata. Yang diteliti dan
dipelajari adalah obyek penelitian yang utfiildalam hal ini untuk mendapatkan
gambaran yang objektif mengenai akurasi penggumedygraph sebagai alat
pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama disghgan analisa terhadap
data yang diperoleh tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsnkumo bahwa
penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menghijpotesis tertentu tetapi hanya
menggambarkan apa adanya tentang suatu variafd&g dan keadaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah BADANESERSE
KRIMINAL LABORATORIUM FORENSIK, MABES POLRI JI. Trmojoyo No.

3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110.
C. Sumber data
Sumber data adalah sumber dari mana data itu dgher@dapun sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

6 Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukunniversitas Indonesia, Jakarta, 1986, halaman
12

4" Lexy J. MeleongMetodologi Penelitian KualitatjfPT RosdaKarya, Bandung, 2002, 135.

8 Soejono Soekant@p.Cit halaman 32.
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1. Data primer adalah data yang di peroleh langsunigsdenber pertama.
Data primer dapat berupa opini subjek (orang) seaadividual dan
kelompok, hasil observasi terhadap suatu bendik)(fisejadian atau
kegiatan dan hasil pengdjiDalam penelitian ini, data primer diperoleh
dengan menggunakan metode wawandarrview) yang dilakukan
dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORHENSI
MABES POLRI di JI. Trunojoyo No.3 Kebayoran Barkkdda Selatan
12110 yaitu dengan Kompol. Ir. Lukas Budi Santddi.

2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sukdskra. Data ini
merupakan data pelengkap yang nantinya secara tkdawelasikan
dengan data primer, antara lain dalam wujud bukmaj, majalah?
Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendawabukti maupun
bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapamecahkan atau
menyelesaikan suatu penelitian dengan baik kanelé&uhg dari buku-
buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang urbel
dipublikasikar®® Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literat
literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendaparap pakar yang
berkaitan dengan permasalahan tentpolygraph dan Hukum Acara
Peradilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini tentu memerlukan data-dathagai bahan yang akan

di studi. Untuk memperolehnya perlu adanya metadeyydipakai sebagai bahan

“‘Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitiandan Studgskis, CV Citra Media, Sidoarjo, 2003,
halaman 57

* Sorjono Soekant®p.Cit, halaman 12

*1 Gabriel Amin SilalahiQp.Cit halaman 57
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pendekatan. Sanafiah Faisal menyebutkan bahwa egiedgumpulan data
dalam penelitian sosial yang lazim digunakan adadélervasi, wawancara dan
dokumenter.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dadaralitian ini,
antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan demgaksud tertentu
yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawan@aterviewer)dan yang
diwawancarai ifitervieweef? Sanafiah Faisal juga mengemukakan bahwa
wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan sksamapengumpulan data
bertatap muka secara langsung dengan respondeniiriigenisnya, wawancara
yang digunakan adalah memakai pembagian wawanepeatsyang diungkapkan
oleh Moleong yakni:

a. Wawancara pembicaraan informal

b. Pendekatan menggunakan petunjuk wawancara

c. Wawancara baku terbuka

Dalam penelitian ini pendekata yang dipilih, adalaétunjuk umum
wawancara orientasi mendaladeép interviely dengan instrumegide interview
(chek lis}. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancaraboankerangka
dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidekupditanyakan secara
berurutan. Alasan penggunaan model ini, untuk nredea mengungkapkan data

sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tenteamgsam masalah yang ingin

2 Lexy J. MoleongQp. Cit.,halaman 103
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digali dalam penelitiad® Pada metode ini peneliti melakukan interview denga
salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABE®LRI di JI.
Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12A1in dengan Kompol. Ir.
Lukas Budi Santoso, M.Si. dengan memfokuskan pdueelo penelitian yang
berkenaan dengan akurasi penggurnaaggraphsebagai alat pembuktian dalam
Hukum Acara Peradilan Agama.
2. Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasiauaetode mencari
data mengenal hal-hal yang berupa catatan, tragnisidlu, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-fotaakay Metode dokumentasi
dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkigta hasil wawancara.
E. Teknik Pengolahan Data
Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah sebbgakut :
1. Editing
Dalam teknik ini peneliti meneliti kembali dari kelgkapan,
penjelasan makna, kesesuaiannya dengan data-datg yald®.
Wawancara dengan salah satu anggota PUSAT LABORANDI
FORENSIK MABES POLRI di JI. Trunojoyo No.3 Kebayara
Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kompol.Lukas Budi
Santoso, M.Si. diperlukan proses editing karena aveara tidak
selalu mengarah kepada pokok permasalahan tetapi pda
pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan penulis sebagfimulus

semua informasi yang diperlukan dalam penelitian.

%3 J. Lexy MoleongMetodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005,
halaman 187
% Bambang Sunggondjetodologi PenelitiaPT.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman125



57

2. Classifying
Setelah mengediting langkah yang digunakan peneblfitu
mereduksi  data-data yang diteliti  kemudian  disusudan
klasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola gyaditeliti atau
permasalahan yang ditefii.
Data-data yang diperoleh dari proses wawancara asersplah satu
anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di.J
Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 124ditu dengan
Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. dan semuaekgkapan
dokumentasinya akan diklasifikasikan sesuai rumuszsalah yang
ditentukan oleh peneliti.

3. Verifying
Setelah melakukan teknik yang diatas tersebut pienehasih
melakukan teknik yang selanjutnya yaitu mengecek daemeriksa
kembali data yang diperolehnya agar validitasnyata déersebut
dapat terjaga dan dapat mempermudah dalam memganalata
yang diperolehny4.
Verifying sangat diperlukan karena sangat di mungkinkan riagigan-
ketelitian dalam proses sebelumniglifing dan Classifying Wawancara
dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORHENSI
MABES POLRI di JI. Trunojoyo No.3 Kebayoran Barlkdda Selatan
12110 yaitu dengan Kompol. Ir. Lukas Budi Santd€d$i. yang tidak

tersusun rapi merupakan sebuah alasan menggurekk ini.

*5bid.,126
*¢ |bid.,128
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F. Teknik Analisis Data

Analisa menurut Patton yang dikutip oleh Moleondalah proses
mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedsuatu pola, kategori dan
satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Tawworlafinisikan analisa data
sebagai proses dalam mencari data yang akan giadia penyajian data. Peneliti
melihat kembali hasil dari pencatatan awal yang udian dibuat suatu
kesimpulan dari semua jawaban informan dalam haérkaitan dengan akurasi
penggunaarpolygraph sebagai alat pembuktian dalam Hukum Acara Peradila
Agama ini, kendala-kendala internal maupun ekstetiaa upaya-upaya yang
dilakukan selama ini, setelah itu dibuat suatinkpalan secara keseluruhzh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metalskriptif analisis,
dimana penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikapa-apa yang berlaku.
Didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatahalisis, dan
menginterpretasikan kondisi riil yang terjadi, dengkata lain penelitian
deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi gemi keadaan saat ini dan
melihat kaitan antara variable-variabel yang adgudn utamanya adalah untuk
mendapatkan informasi yang akurat tentang karakilerdari subyek, kelompok

subyek, dan menggambarkan suatu fenomena atasisitua

>" Lexy J. MoleongQp. Cit.,halaman 103



BAB IV
PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA
A. Penggunaan Dan Keakurasian AlaPolygraph Dalam Proses Pembuktian

Pembuktian dalam sebuah proses peradilan bisa#tgla pernah lepas
dari sesuatu yang dikenal dengan alat bukti. Alaktibbisaanya terdiri dari
pernyataan atau kesaksian, dan benda sejenis isdp&tmen, peta, sketsa,
rencana, sidik jari dll, yang mana akan menunjukianar atau salah, mungkin
atau tidak mungkin dari fakta yang terungkap. Halkdidasarkan pada HIR Pasal
164.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam selyoabsppembuktian,
penggunaan peralatan penunjang merupakan suatwakaimd yang tidak
disalahkan. Dari sekian banyak peralatan yang ddjpgainakan dalam proses
pembuktian tersebut, salah satunya adalalggraph Polygraphadalah sebuah
instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbes@on psiologi seperti
tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubwalgp saat diajukan sejumlah

pertanyaan diajukaif. Dengan menganalisa respon psikologi tersebut, tdapa

8 Kombes Pol. Saman Azhari dkiQp. Cit.,halaman 01
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diketahui kemungkinan kebohongan yang dilakukameKa itulah polygraphini
juga dikenal dengalie detector

Polygraph sebagai sebuah alat khusus, tidak bisa digunakeh o
sembarang orang. Dalam hal penggunaan dan prosepperasian alat ini,
Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si dari Pusat duatorium Forensik MABES
POLRI menjelaskan :

“Dalam penggunaan polygraph harus ada beberapa ayar

Pertama, ruangannya harus tenang, tidak ada gangegengguan

dari suara-suara atau getaran-getaran, itu syaratangannya.

Kedua, yang diperiksa harus dewasa, tidak daland&aa hamil,

tidak gila, sehat jasmani dan rohani, itu prosesnperian syarat-
syaratnya dulu.®

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahaland proses penggunaan
polygraph terdapat persyaratan yang harus dipenuhi berkaieangan suasana
tempat dan kondisi subjek saablygraph tersebut dilakukan. Dengan adanya
syarat-syarat tersebut, penggunapolygraph tidak memungkinkan untuk
dilakukan secara dadakan, atau karena desakan ,wakena hal itu tentu akan
sanagat berpengaruh pada akurasi hasil yang dgberSkelain itu, Kompol. Ir.
Lukas Budi Santoso juga berkata :

“Pemeriksa sebelumnya harus mempelajari anatoriskasiu.”

Artinya, selain syarat yang harus dipenuhi oleheduban tempat dilakukannya
pemeriksaan, pemeriksa juga diharuskan mempekgadara mendalam anatomi
kasus yang sedang diperiksa. Ini dapat dikategordebagai syarat yang harus
dipenuhi oleh pemeriksa.

Proses penggunaapolygraph sebenarnya harus menempuh beberapa

tahapan. Berkenaan dengan tahapan tersebut, Kamka$ menjelaskan :

* Kompol. Ir.Lukas Budi Santoso, M.S$ijawancaratanggal 28 Juli 2010
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“Proses atau tahapan-tahapan kita menggunakan neetgidbal

diagnostic evaluation, dimana di dalam metode émga aspek di
nilai. Penilaian pertama adalah pada saat tahap \eaeara,

dalam wawancara tadi itu yang dipelajari adalah lagana
bahasa tubuhnya (boddy language) juga harus dipélaj dia

trend ke devensif atau jujuf

Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwasannyandalenggunaapolygraph
tersebut terdapat beberapa tahapan yaitu salamysatdengan melakukan
wawancara terhadap subjek yang diperiksa dengangap&an beberapa
pertanyaan. Wawancara ini merupakan tahapan periamang hasilnya akan
digunakan dalam strategi pemeriksaan selanjutnyta sentuk mempelajari
kecenderungan subjek dalam memberikan keterangarkasaksian. Dengan kata
lain, tahapan wawancara ini menjadi bahan kajianptaneriksaan awal terhadap
subjek tentang kemungkinan subjek tersebut dalambugkan keterangan palsu
atau benar.

Adapun tahap penggunaaolygraphselanjutnya, dalam hal ini Kompol
Lukas mengatakan:

“Dimana kita sudah memasang sensor-sensor ke yaperikisa

yaitu ada 4 sensor yang harus dipasangkan kepadg yaeriksa

yaitu sensor tekanan darah, sensor pernafasan petah

pernafasan dada, sensor ketahanan kulit itu sudalaimdi

pasangkan, setelah itu baru kita berikan pertanypartanyaan
yang terstandar®

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penttagla tahapan ini sudah
mulai dilakukan pemasangan sensor yang berfunggukunendeteksi tekanan
darah, pernafasan dada, pernafasan perut dan katakalit. Tidak dijelaskan

dengan pasti alasan pemilihan empat bagian tersedlodigai target sensor.

®|bid, wawancaratanggal 28 Juli 2010
¢ |bid, wawancaratanggal 28 Juli 2010
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Pemasangan sensor ini kemudian diikuti dengan belhentuk pemberian
pertanyaan-pertanyaan oleh tim pemeriksagdiligraph

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam prosesrjesaan dengan
polygraphadalah sejenis pertanyaan berstandar. Hal inladkan kembali oleh
Kompol. Lukas :

“Ada pertanyaan yang khusus dan sudah standar.datanya itu

internasional. Salah satu contoh, ada sejenis pgtan bernama

MGQT (Mix General Question Test). Macam-macam stand

pertanyaannya itu..!! Dan di dalam pertanyaan tadem-item

pertanyaannya ada beberapa jenis. Ada jenis netedgvan dan

jenis irrelevant. Dan pertanyaan itu, yang kita yan hanya

menjawab ‘iya’ atau ‘tidak”.
Adanya standarisasi pertanyaan ini mengindikasikaahwa penggunaan
polygraphtidak bisa dilakukan oleh setiap orang dengarasedrta. Ada sejenis
bidang ilmu tertentu yang harus dipelajari dan ddai sebelum mengoperasikan
polygraph Pertanyaan-pertanyaan berstandar ini diajukaalatetdilakukan
pemasangan sensor pada keempat titik yang disebulkatas. Berbeda dari
tahapan wawancara, hasil dari tahapan ini bukaryehdorerkas jawaban dari
subjek, namun juga hasil sensor tekanan darahafaesan perut, pernafasan dada
dan ketahanan kulit saat subjek menjawab pertanye@m diajukan.

Hasil print out dari tahap kedua kemudian digabungkan dengan dasil
tahap wawancara untuk kemudian diteliti dan diamaliOleh karena itulah,
metode ini disebuglobal diagnostic evaluatiorSampai disini sebenarnya sudah

dapat diketahui hasil sementaranya, karena anghsig dilakukan terhadap hasil

tahap pertama dan kedua ini akan menghasilkan kegam yaitu :
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1. Deception adalah kesimpulan yang menunjukkan adanya indikas
kebohongan setelah dilakukan analisis terhadap teasiahap pertama
dan kedua.

2. No deception indicatedNDI), adalah kesimpulan analisis terhadap
hasil tes tahap pertama dan kedua yang menunjukitak adanya
kebohongan dari subjek yang diperiksa.

3. Incnclusive adalah sebuah bentuk keadaan yang tidak meyakinka
bahwa subjek yang diperiksa melakukan kebohongan.

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari anlisiatds akan menentukan langkah
selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pemertaa kepolisian. Dalam hal
ini Kompol Lukas hanya menjelaskan :

“Setelah itu, hasilnya kalau dia bohong, akan ki@njutkan

dengan yang namanya interogasi. Kalau jujur, yaasud!! tidak

kita lanjutkan interogasi.®?

Dalam hasil pemeriksa awal ketika yang diperikdakiada indikasi berbohong
atau dengan kata lain yang diperiksa jujur makaegpiasaan tidak di lanjutkan ke
pemeriksaan selanjutnya. Ketika hasilnya menunjukkadanya indikasi
kebohongan, maka pemeriksaan akan dilanjutkan demgerogasi yang mana
dalam interogasi tersebut pemeriksa akan melamutfangan pertanyaan-
pertanyaanRelevan. Dalam hal ini subjek yang dites akan ditanya danga
serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan isg gadang diperikasa,
dengan interval waktu tertentu antara selesainyauate pertanyaan dengan

pemberian pertanyaan berikutnya, yang member kest@ampmerekantracing

%2 |bid, wawancara. tanggal 28 Juli 2010
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dari keadaan normal dari subjek untuk mengevalbeberapa perubahan dari
normal yang signifikan berhubungan dengan per@mygangrelevan yang
diberikan. Setelah itu dalam upaya untuk membarsginuah eksperimen ilmiah,
pemeriksa melanjutkan ke tipe pertanyaan irreleva@ttanyaan ini di rancang
untuk mergontrol variabel eksperimen dimana suljendengarkan pertanyaan
pemeriksa, tetapi merupakan pertanyaan yang dipk&da tidak mempunyai
signifikan emosional dan karenanya memberikan dasdrandingan yang lebih
baik dalam hal ini dengan perubahan yang diamatigyberkaitan dengan
pertanyaamelevan Inilah salah satu teknik yang berguna untuk ogesi.

Proses panjang pemeriksaan dengan menggunakdygraph akan
dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara yari@sberkasnya kemudian
diajukan ke persidangan serta pemeriksanya akanglgil sebagai saksi ahli di
persidangafi® Adapaun jenis-jenis kasus yang bisaanya diperisagan
menggunakapolygraph Kompol Lukas mengatakan :

“Mana kala sudah didapat bukti yang cukup, makaygohph

tidak digunakan. Polygraph itu bisaanya digunakda jyang kita

periksa itu tidak konsisten. Atau yang diperiksabanyak ; jadi

untuk mengeliminasi, digunakan polygraph ; managyaeriu

diperdalam dan diperiksa lebih lanjuf®
Tidak ada penjelasan spesifik tentang jenis kasasg ydiperiksa dengan
menggunakarpolygraph Dalam pernyataan di atas hanya dijelaskan kondisi
kasus saat akan diperiksa dengan menggunaddygraph Artinya, semua jenis
kasus pada dasarnya dapat diperiksa dengan merggupalygraph tinggal

dilihat proses dan kelengkapan pembuktian atau pasyidikannya. Hingga saat

ini, telah lebih dari 300 kasus perdata dan pidgaag diperiksa dengan

% bid, wawancara. tanggal 28 Juli 2010
% |bid, wawancara, tanggal 28 Juli 2010
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menggunakapolygraph baik hal itu merupakan perintah dari kepolisiandiri
ataupun atas perintah hakim.

Gambaran tentang fungspolygraph dan proses penggunaannya
merupakan suatu hal yang sangat menarik. Hal itteniga alat ini akan
memberikan kemudahan guna mengetahui kejadian pgamasalahan hukum
yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dicarikdnssgyang paling mendekati
keadilan dan kebaikan bagi semua pihak. Akan tetapiunya harus diperhatikan
juga masalah yang berkaitan dengan keakurasiaryatat juga dikenal dengan
namalie detectorini. Kompol Lukas menegaskan masalah keakurasiatiaiam
pernyataannya :

“keakurasiannya bisa di atas 90%, itu berdasarkaenglitian.

Dan keakurasian bergantung pada eximanernya ; senssnakin

orang jam terbangnya tinggi, keakurasiannya sematknggi.

Selain  tergantung pemeriksa, tergantung juga kondis
ruangannya.®®

Sangat jelas disebutkan prosentase keakurgstdygraph disampaikan oleh
Kompol Lukas. Keakurasian haspolygraph yang diprosentasikan hingga
mencapai 90% ini mengindikasikan bahwa alat ingaaefektif digunakan dalam
upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akapitetari pernyataan di atas
dapat juga diketahui bahwa pada dasarnya tingkakukasian tersebut tidak
bergantung pada alat semata. Penentunya justratalerlpada orang yang
menggunakannya (pemerikegamine). Pengalaman dan ketajaman analisis dari
examiner menjadi faktor penentu utama keberhapgaggunaapolygraph
Ketergantungan  pemeriksaanpolygraph pada keahlian dan
profesionalisme dariexaminer karena penggunaan teknigolygraph oleh

examiner yang professional dan kualifed akan menggambarkatode yang

% |bid, wawancara. tanggal 28 Juli 2010
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paling akurat yang tersedia dalam menentukan kgjnjatau kebohongan oleh
siapa saja, mengenai hal apapun. Dalam hal inilitaneLaboratorium dan
lapangan mendukung perkiraan statistic bahwa p&saampolygraph memiliki
keakurasian 90% atau bahkan lebih, apabila dilassan olehexamineryang
terlatih dan profession&i. Karena itulah, alat ini lebih cocok dinamakan
polygraphdari paddie detector Selain itu, faktor lain yang juga berperan dalam
menentukan keakurasian hapiblygraph adalah keadaan ruangan atau tempat
dimana tes tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakéek yang terjadi di sekitar
subjek saat dilakukan pemerikasaan, kemungkinan édaeteksi oleh sensor
yang mana hasil sensor tersebut akan dianalisislidanpulkan.
B. Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam
Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Penggunaamolygraph sebagai alat bantu untuk mendeteksi kebohongan
saat ini sudah mulai banyak digunakan, tidak hal@am kasus-kasus pidana tapi
juga dalam kasus perdatdolygraph yang sudah menyentuh kasus perdata ini
memunculkan kemungkinan penggunaan alat ini dalaemysiesaikan kasus
perdata Islam yang menjadi kewenangan absolut pematigama.

Berbicara masalah penggungawlygraphtentunya harus juga mengupas
landasan hukum atau tinjauan hukumnya, tak hanyataan hukum positif saja
tapi juga berdasarkan tinjauan hukum yang dibekiakudi pengadilan Agama
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakirratodesia.

Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atsal P64 RIB,

alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari

% Kombes Pol. Saman Azhari di®p. Cit, halaman 14
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Bukti tulisan

Bukti dengan saksi
Persangkaan-persangkaan
Pengakuan

Sumpah

Adapun dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwébakit yang sah adalah

a.

b.

C.

d.

Keterangan saksi
Keterangan ahli
Surat dan petunjuk

Keterangan terdakwa.

Dari berbagai macam alat bukti ini, perlu kita tilp@sisi hasilpolygraphdalam

pembuktian. Kompol Lukas juga mempertanyakan haengan pernyatannya :

“Berita acara polygraph itu sudah diberkaskan jugalan
pemeriksanya dijadikan saksi ahli di persidangaany menjadi
pertanyaan, apakah saat menjadi saksi di persidangadi,
pemeriksa sebagai bahan keterangan atau sebagai ahk atau
keyakinan hakim? Sampai sekarang saya belum tahu.

Pernyataan Kompol Lukas tentang posisi hasdlygraph dalam

pembuktian cukup beralasan, mengingat bahwa daleoeegur pemeriksaan

dengan menggunakamolygraph eximener akan mengeluarkan surat perihal hasil

pemeriksaarpolygraphyang mana surat tersebut akan dikirim kepada pemoh

dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilaranAtetapi, dalam proses

pemeriksaan dan pembuktian, Pengadilan juga akanamgyil perwakilan dari

tim eximenemuntuk memberikan keterangan terkait isi surattusil pemeriksaan

denganpolygraph tersebut. Inilah yang menyebabkan kerancuan pdsisil
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pemeriksaan dengagmolygraphdi Pengadilan hasil tersebut dikategorikan bukti
tertulis, saksi ahli atau justru pengakuan?

Menurut undang-undang, dalam kasus perdata pengakiaaggap sah
ketika dilakukan di depan hakim. Dengan demikiamsilhpemeriksaan dengan
menggunakampolygraph bukanlah merupakan pengakuan karena hal itu tidak
dilakukan di pengadilan.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesyahg memuat tanda-
tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isidtati untuk menyampaikan
buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagdiyk¢ian®’ Dari pengertian
ini dapat kita ketahui bahwa hasil pemeriksaan rgengkanpolygraph dapat
dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapukti tertulis dari hasil
pemeriksaan menggunakaolygraph tidak bisa disebut sebagai akte otentik
ataupun akte bawah tangan. Hal ini mengacu padplpsan Pasal 165 HIR,
yang berbunyi :

Akte yaitu suatu surat, yang ditandatangani, bemps&rbuatan

hukum, seperti misalanya suatu persetujuan jual-bghdai,

pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menglawdain
sebagainya.

Penjelasan ini menegaskan bahwa akte harus beripiebuatan hukum yang
mengikat dua belah pihak dan ditandatangani. Sé&adandhasil polygraph
merupakan surat yang berisi keterangan dan pemydtasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh timeximenerbaik untuk keperluan pembuktian di pengadilan

ataupun untuk keperluan pihak lain.

67 Sudikno MertokusumdQp. Cit., halaman 148-149
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Pasal 154 HIR, ayat 1 dan 2 menyebutkan :
(1) Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, goerktu dapat
dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan abhli-ahlaka
karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pjhiak dapat
mengangkat ahli-ahli tersebut
(2) Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari paegan pada
waktu mana hal itu memberi laporannya baik dengamats
maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan étgah
sumpah.
Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat diketahuivagosisi hasil pemeriksaan
dengan menggunakapolygraph dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli,
walaupun pada kenyataannya hasil tersebut berupat siertulis yang
ditandatangani pihak berwenang secara resmi dagenerai akte otentik. Selain
itu, pemanggilan perwakilaeximenerke muka pengadilan untuk memberikan
keterangan secara lisan memperkuat posisinya sgiEg#apat saksi ahli.
Penyebutan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam 154 Hidhggap bukan
merupakan halangan pengangkatan tim ahli dalanepnesmeriksaan perkara di
Pengadilan Agama, mengingat bahwa HIR juga dibekak sebagai Hukum
Acara di Pengadilan Agama.
Berkenaan dengan kekuatannya dalam proses penasriksian
pembuktian perkara perdata, termasuk di Pengaditgama, hasil pemeriksaan
menggunakarpolygraph bukan merupakan alat bukti yang sempurna, hakim

dapat menerima ataupun mengabaikannya apabila tesikbut berlawanan
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dengan keyakinanny4.Berbeda dengan kasus-kasus pidana, justru pengakua
yang bulat dan murnilah yang menjadi alat buktiggaempurna dan menentukan
(volleding en beslisende bewijs-krachdalam pembuktian kasus perdata. Hal ini
sejalan dengan tujuan kebenaran yang hendak dikafuddalam proses
pemeriksaan perkara perdatakebenaran formil, bukan kebenaran hakiki. Selain
itu, Pasal 154 ayat (4) yang berbunyi :

(3) Ketua pengadilan Negeri sekali-kali tidak diwajilbkanenuruti

perasaan orang ahli itu, jika berlawanan dengandéegannya;

memberikan kebebasan pada hakim untuk memperct@ain@engabaikan hasil
polygraph apalagi dihadapkan pada kenyatan bahwa keaknnaaslggraphlebih
banyak ditentukan oleh kemampuan dan pengalaxiamener.

Berbicara masalah penggungaiygraphsebagai alat bantu dalam proses
pembuktian di pengadilan Agama, harus juga ditirgaa sudut Figh. Hal ini
selain karena posisinya sebadalamic yurisprudenge Figh dalam sistem
Peradilan Agama di Indonesia diposisikan sebag@hsaatu sumber hukum
materiil selain Al-Qur’an dan Hadits.

Pembahasan pembuktian dalam perspektif Figh mepcakal, yaitu :

1. Bayyinah(Bukti / pembuktian);

2. Syahada{Saksi / persaksian);

3. Yamin(Sumpah).

Bayyinahsecara etimologi adalah bentuk jamak deyyinah ialah bukti kuat,

seperti saksi dan semisaln¥aMenurut Ibnul Qayyimbayyinahmeliputi apa saja

% penjelasan pasal 154 HIR

% Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidafatal Media, Jakarta
Selatan, 2009, Halaman 71.

0" Abdul Azhim bin Badawi Al-KhalafiAl — Wajiz.Jakarta , As Sunnah. 2006, Halaman 896
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yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebesasratu.Bayyinah di
dalam Al Quran adalah Hujjah (dasar / alasan)l Dalil, Al Burhan (dalil,
hujjah / alasan), yang disebutkan dengan ungkapardrahl atau Jamak.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda :
sl oU ooV ealseds WU om0 JB Loy ade B o o OF e ) e

(e gian) ST oo e Goadly (ol e ) Sy o blsaly Jsy
“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja Yyang
digugatnya, tentunya manusia akan menggugat apa yha
kehendaki, baik jiwa mauun harta. Akan tetapi kaatgan itu

akan dimintakan kepada si pengguugat dan sumpah itu
dihadapkan atas orang yang tergugat.”

Para Ulama berselisih dalam mengomentari masbalyinah dalam Hadits
diatas. Kelompok pertama menyatakan bahwa yangkdumadengan bayyinah
adalah saksi. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Qayy@hlauziyah dkk. Sedangkan
menurut kelompok keduaayyinahadalah bukti-bukti konkret yang bisa menjadi
landasan untuk membedakan antara yang haq dan lathg. Sehingga di
dalamnya tidak hanya berupa saksi tetapi juga nkepchenda-benda lain yang
bisa menjadi bukti. Namun demikian, mengamati tenteteks hadits diatas,
tampaknya pendapat kedua yang lebih diunggulkaasakinya, mengarahkan
lafadz bayyinah hanya tertentu pada saksi, tidak memiliki argumenuk
dipertanggungjawabkaf.

Persaksian dalam perspektif figh dapat diterimak&etudah memenuhi
beberapa syarat, diantaranya : Harus mengetahaiaséangsung pokok perkara

yang ia menjadi saksi di dalamnya.

" salam MadkurPeradilan Dalam IslamPT. Bina Ilm, Surabaya 1990, Halaman 104
2 gyarief SukandyTerjemahan Bulughul Maran®T. Al Ma’arif, Bandung 1986, halaman 518
3 Abu Yasid,Figh RealitasPustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, halaman 63
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Tidak halal baginya bersaksi melainkan dengan @pa-ayang
diketahuinya. Sabda Rasul :
gl desl Ll e Wb ¢ o JB § aaid) (55

“Engkau melihat matahari? la Menjawab : Ya. Rasalrsabda

: yang demikian itulah yang harus engkau persaksiktau

tinggalkan”
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa yang dap@dmsaksi dan diterima
persaksiannya adalah orang yang secara langsungaks#tan dengan sadar
kejadian yang melatarbelakangi terjadinya suatkgrar Bagaimana dengan saksi
ahli? Mengingat bahwa saksi ahli adalah tim khudesgan pengatahuan dan
keahlian tertentu dan diminta bantuannya untuk nagbhakim menilai suatu
keadaan, sedangkan tim ahli tersebut tidak mellaagsung suatu kejadian
hukum (hanya menilai berdasar pengetahuan dan lpenga), maka jelas
keterangan saksi ahli tidak dapat dikategorikanagab persaksian. Walau
demikian, keterangan ahli tersebut masih termasilénmbayyinah yaitu sebagai
sebuah petunjuk (dalil) bagi hakim yang bisa dieriataupun ditolak. Sebagai
sebuah ketrangan atau petunjuk, bukan berarti &&jan tim ahli mempunyai
posisi yang lemah dalam pembuktian. para fugahaetapkan suatu kaidah yang

berbunyi :
Ol oIS Ol Il culd)

“Apa yang dibuktikan adanydengan keterangan, sama dengan

pembuktian yang dibuat dengan mata kepala serfdiri”

" Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafilbid., Halaman 897
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Uraian di atas memberikan gambaran bahwa padamyasaasil pemeriksaan
menggunakapolygraphdapat digunakan dalam proses pembuktian di pelagadi
Agama. Hukum acara perdata yang diberlakukan dg&#lan Agama maupun
figh melegalkan hal itu. Sifat dan kekuatan hasilygraphtersebut juga serupa,
baik menurut figh maupun undang-undang, yaitu bukaerupakan alat
pembuktian yang sempurna dan menentukan ; Hakim pueyai kebebasan

untuk menerima ataupun menolak sesuai dengan keyakya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembahasan tentang akurasi penggungentygraph sebagai alat
pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agamandgbenelitian di atas

memunculkan kesimpulan antara lain sebagai berikut

1. Keakurasian hasipolygraph diprosentasekan hingga mencapai 90%.
Ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efekifuiakan dalam
upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akaapitepada
dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidak bewggntpada alat
semata. Penentunya justru terletak pada orang ry@mggunakannya
(pemeriksa#gxaminey. Pengalaman dan ketajaman analisis dari
examiner menjadi faktor penentu utama keberhasganggunaan
polygraph Karena itulah, alat ini lebih tepat disebut dengalygraph
daripada disebut dengéa detector

2. Posisi  hasil pemeriksaan dengan menggunakanlygraph

dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walauppada

74
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kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertalig) Witandatangani

pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akéatilat

Berdasarkan hukum acara perdata umum ataupun beréagkum

Acara Peradilan Agama dan figtpolygraph berfungsi sebagai

petunjuk bagi hakim. Dalam hal ini hakim dapat ntena ataupun

mengabaikannya hasil pemeriksaan tersebut.

B. Saran
Mengacu pada hasil penelitian ini, walaugotygraphbukan merupakan

alat bukti sempurna dan menentukan dalam prosesrpge@an, pembuktian dan
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, namuas haga diakui bahwa
polygraphakan sangat membantu hakim-hakim dalam menyekesgikrkara di
Pengadilan Agama. Karena itulah, perlu adanya upagapolygraphini bisa
lebih mudah diakses demi mengupayakan putusan sgadjl-adilnya. Selain itu,
untuk selanjutnya, peneliti berharap polygraph Ioigajadi salah satu alat bantu

pembuktian di ranah Pengadilan Agama.
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